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ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA,
TINGKAT KESEHATAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN

DI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semuanegara di dunia,
terutama negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan
masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan,
antara lain tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, upah minimum, akses
terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan.
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain
di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dan seberapa besar
pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kesehatan, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap
Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2019-2021. Metode analisis dalam
penelitian ini menggunakan analisis data panel yang menggunakan data antar
ruang (cross section) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021
dengan bantuan software Eviews 4.1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Tingkat Kesehatan dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Upah Minimum Regional berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Kata Kunci : tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesehatan, indeks
pembangunan manusia, upah minimum regional

Abstract

Poverty is a problem faced by all countries in the world, especially developing
countries, such as Indonesia. Poverty is a complex problem that is influenced by
various interrelated factors, including unemployment, health, education, minimum
wages, access to goods and services, location, geography, gender, and
environmental location. The poverty rate in Central Java is relatively higher than
other provinces in Indonesia. This study aims to analyze how and how much
influence the variables of the Open Unemployment Rate, Health Level, Human
Development Index (IPM) and Regional Minimum Wage (UMR) have on the
Poverty Level in Central Java in 2019-2021. The analytical method in this study
uses panel data analysis that uses data between districts/cities in Central Java
Province in 2019-2021 with the help of Eviews 4.1 software. The results of this
study indicate that the Open Unemployment Rate (TPT) variable has a significant
negative effect on the poverty level in Central Java, the Health Level and Human
Development Index (IPM) has no significant effect on the poverty level in Central



Java, and the Regional Minimum Wage has a positive and significant effect. on
the poverty rate in Central Java.

Keywords : open unemployment rate, health level, human development index,
regional minimum wage

1. PENDAHULUAN

Menurut (Todaro, 2000), bahwa ekonomi baru menganggap tujuan utama
pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga
pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan
penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.
Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang
harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi sesuai pandangan ekonomi
baru. Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui
peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi
masalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup
minimum (Kuncoro, 1997). Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Apabila
dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat,
meliputi (1) persistent proverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun
menurun; (2) cyclical poverty, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus
ekonomi secara keseluruhan; (3) seasonal poverty, adalah kemiskinan musiman
yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) accident poverty,
yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan
kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan
menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sastraadmaja, 2003).

Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang
cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan
pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika, 2016).
Indonesia menjadi salah satu negara yang tergolong masih berkembang dan
kemiskinan menjadi salah satu hal yang masih harus diperhatikan. Chamber yang

dikutip dalam (Suradi, 2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai ... suatu



keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (deprivation)”,
bila dimasukkan dalam konteks tertentu, hal itu berkaitan dengan “minimnya
pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan”.
Kemudian oleh Amartya Sen dalam (Suradi, 2007) mengungkapkan bahwa
terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka menjadi
sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan ketidakmampuan dalam
kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak (pendidikan)
serta merawat kesehatan anak-anak.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak
hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya
yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga menjadi
masalah sosial. Berbagai cara dan strategi dalam menanggulangi masalah
kemiskinan telah dilakukan. Kemiskinan di suatu daerah harus diperhatikan
sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat
mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oleh
karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam
pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tahun 2019-2021 (Ribu Jiwa)

Provinsi 2019 2020 2021
DKI Jakarta 365,55 480,86 501,92
Banten 654,46 775,99 762,70
Jawa Barat 3.399,2 3.920,2 4,195,3
Jawa Tengah 3.743,23 3.980,90 4.109,75
Jawa Timur 4.112,25 4.419,10 4.572,73
DI Yogyakarta 448,47 } 475,72 A 506,45

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk
miskin di Pulau Jawa tahun 2019 paling banyak yaitu Jawa Timur sebanyak
4.112,25 ribu jiwa, dan yang paling rendah yaitu DKI Jakarta sebanyak 365,55
ribu jiwa. Di tahun 2020, Jawa Timur masih menjadi provinsi yang memiliki
penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa yang di tahun 2019 sebesar 4.112,25
ribu jiwa meningkat menjadi 4.419,10 ribu jiwa, dan jumlah penduduk miskin
terendah berpindah ke DI Yogyakarta sebesar 475,72 ribu jiwa. Di tahun 2021,



Jawa Timur masih menduduki provinsi yang jumlah penduduk miskin nya paling
banyak yaitu di angka 4.572,73 ribu jiwa, sedangkan DKI Jakarta menduduki
posisi terendah yaitu di angka 501,92 ribu jiwa. Jawa Tengah menduduki
peringkat ke dua ditahun 2019-2020, dan peringkat ke tiga setelah berhasil disalip
oleh provinsi Jawa Barat.

Penurunan kemiskinan bukan hanya masalah nasional saja, tetapi juga
merambah ke setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu provinsi di
Indonesia yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi adalah provinsi Jawa
Tengah. Tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah membuat pemerintah
memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk
menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tahun 2019-2021 (%)

Provinsi 2019 2020 2021
DKI Jakarta 6,54 10,95 8,50
Banten 8,11 10,64 8,98
Jawa Barat 8,04 10,46 9,82
Jawa Tengah 4,44 6,48 5,95
Jawa Timur 3,82 5,84 5,74
DI Yogyakarta 3,18 » 4,57 A 4,56

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Pulau Jawa mengalami naik turun
selama tiga tahun terakhir. Di Tahun 2019 tingkat pengangguran paling banyak di
duduki oleh Banten sebesar 8,11%, di tahun 2020 paling banyak di duduki oleh
DKI Jakarta sebesar 10,95%, dan di tahun 2021 tingkat pengangguran paling
banyak di duduki oleh Jawa Barat sebesar 9,82%.

Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka sebesar
4,44% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 6,48%, sedangkan tingkat
pengangguran di Jawa Tengah tahun 2021 menurun menjadi 5,95%. Dan tingkat
pengangguran terbuka di provinsi jawa paling rendah selama tahun 2019-2021 ini
berada di DI Yogyakarta, yaitu di tahun 2019 di angka 3,18%, tahun 2020 di
angka 4,57%, dan di tahun 2021 menurun sebesar 0,01% diangka 4,56%.



Tabel 3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
di Jawa 2019-2021 (%)

Provinsi 2019 2020 2021
DKI Jakarta 29,00 34,00 -
Banten 34,29 32,22 -
Jawa Barat 29,26 31,03 33,09
Jawa Tengah 36,83 35,63 29,81
Jawa Timur 51,00 46,00 -
DI Yogyakarta 35,67 - -

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa persentase
penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di tahun 2019 paling tinggi yaitu
Jawa Timur di angka 51%. Persentase keluhan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, di tahun 2019
perssentase keluhan kesehatan di angka 36,83% kemudian di tahun 2020 menurun
sebesar 1,2% dan di tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 5,82%
sehingga persentase keluhan kesehatan di Jawa Tengah pada tahun 2021 di angka
29,81%.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tahun 2019-2021 (%)

Provinsi 2019 2020 2021
DKI Jakarta 80,76 80,77 81,11
Banten 72,44 72,45 72,72
Jawa Barat 72,03 72,09 72,45
Jawa Tengah 71,73 71,87 72,16
Jawa Timur 71,50 71,71 72,14
DI Yogyakarta 79,99 79,97 80,22

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang
meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir,
pendidikan  melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama
sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran
per kapita. Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indeks Pembangunan
Manusia relative meningkat.



Tabel 5. Upah Minimun Regional di Jawa Tahun 2018-2020 (Rupiah)

Provinsi 2018 2019 2020
DKI Jakarta 3648 036,00 3940973,00 4276 350,00
Banten 2099 385,00 2267 990,00 2460 997,00
Jawa Barat 1544 361,00 1668 373,00 1810351,00
Jawa Tengah 1 486 065,00 1 605 396,00 1742 015,00
Jawa Timur 1508 895,00 1630 059,00 1768 777,00
DI Yogyakarta 1 454 154,00 1570923,00 1 704 608,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari tabel 5 bahwa setiap wilayah di Indonesia mulai dari tingkat

provinsi dan kabupaten/kota mempunyai standar tersendiri berkaitan dengan gaji
UMR. Di tahun 2020 DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan UMR
Terbesar di Provinsi Jawa di angka Rp4.276.350. dan UMR terendah diduduki
oleh DI Yogyakarta di angka Rp1.704.608. sedangkan Jawa Tengah menduduki

peringkat dua terendah setelah DI Yogyakarta yaitu di angka Rp1.742.015.

2. METODE

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

regresi dengan data panel. Model ekonometrik yang digunakan ialah sebagai

berikut :

POV = Bo + B1TPTy; + B2TK; + B3IPM; + BLUMR;: + &1

Dimana :

Bo

PB1 - Ba
POV,
TPT,,
TK;¢
IPM,,
UMR,,
t

i

&

= Koefisien Konstanta
= Koefisien Regresi
= Tingkat Kemiskinan (%)

= Kabupaten i

= Error term (faktor kesalahan)

= Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
= Tingkat Kesehatan (%)

= Indeks Pembangunan Manusia (%)

= Upah Minimum Regional (Rupiah)

= Tahun ke t

1)



Tahap estimasi model ekonometrik di atas akan meliputi : estimasi
parameter model data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM),
Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Untuk memilih
model estimator yang terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman; uji kebaikan
model (uji eksistensi model dan koefisien determinasi) pada model estimator
terpilih; dan uji validitas pengaruh pada model estimator terpilih.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang mana
merupakan gabungan dari time series dan cross section. Data pengamatan ini
diambil dari kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa Tengah dengan rentang
pengamatan dari tahun 2019-2021. Sumber data dalam penelitian ini ialah data
sekunder baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Data diperoleh dari BPS
(Badan Pusat Statistik).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Estimasi

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model
(CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Kemudian
untuk menentukan model terbaik digunakan uji Chow, uji Hausman.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel

Koefisien Regresi

Variabel CEM Prob FEM Prob REM Prob
C 139.6423  0.0006 -123.6891  0.0000 -111.5994  0.0000
TPT 0111913  0.4256 -0.068637  0.0032 -0.081428  0.0003
TK 0.008812  0.7551 -0.000129  0.9657 -0.003576  0.2205
IPM -0.479978  0.0000 0.052512  0.6681 -0.371336  0.0000
LOG(UMR)  -6.546344  0.0233 9.063162  0.0000 10.36589  0.0000
RZ 0.495758 0.998771 0.830315
Adj. R? 0.475588 0.998063 0.823528
F-Statistik 2457935 1411.174 122.3322
Prob F-Statistik 0.000000 0.000000 0.000000

Sumber: Data diolah E-views, 2022



3.2 Uji Pemilihan Model Terestimasi

3.2.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik antara Common

Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Dengan kriteria pengujian

uji Chow yaitu, Ho: Common Effect Model (CEM) dan Ha: Fixed Effect Model

(FEM). H, diterima apabila nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi

empirik statistik F > a; dan Hy ditolak apabila nilai p (p-value), probabilitas atau

signifikansi empirik statistik F < o.. Hasil uji Chow dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Estimasi Uji Chow

Effect Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 794.325640 (34.66) 0.0000
Sumber: Data diolah E-views, 2022.

Berdasarkan Tabel 7, nilai (p-value), probabilitas atau signifikansi empiric
statistik F sebesar 0,0000 (< 0,10), jadi Ho ditolak. Kesimpulan, model
tersestimasi terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM).

3.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik antara Fixed
Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Pada uji Hausman Kriteria
pengujian yaitu, Ho: Model terbaik adalah Random Effect Model (REM) dan Ha:
Model terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM). Ho diterima apabila nilai p (p-
value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik ¥*> > o; dan Ho ditolak

apabila nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik XZ < o.
Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Estimasi Uji Hausman

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 45.668848 4 0.0000
Sumber: Data diolah E-views, 2020.

Dari Tabel 8, terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi

empirik statistik F sebesar 0,0000 (<0,10), jadi H, ditolak. Kesimpulan, model
terestimasi terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM).



Kesimpulannya adalah pada uji Chow dan uji Hausman, model terpilih
adalah Fixed Effect Model (FEM). Berikut hasil estimasi adalah Fixed Effect
Model (FEM) pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

POV = -123.6891 — 0.068637 TPT;;— 0.000129TKj; + 0.052512 IPM;,

(0.0032)* (0.9657) (0.6681)
+9.063162LOG(UMR);
(0.0000)*
R? = 0.998771; Adj. R?= 0.998063; F-Stat = 1411.174; Prob. F-Stat. = 0.000000

Keterangan:

*Signifikan pada o = 0.01

**Signifikan pada a = 0.05

***Signifikan pada a = 0.10

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik

Sumber: Data diolah E-views, 2022,

3.2.3 Penghitungan Konstanta Model Terpilih

Hasil penelitian menunjukkan nilai masing-masing konstanta pada tiap Kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah. Pada tabel 10, dapat diketahui bahwa nilai konstanta
tertinggi terdapat di Kabupaten Brebes yaitu sebesar -116.386255 hal ini
dikarenakan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut adalah orang tua dan tidak
bekerja. Selain itu, ada yang dalam keluarga menjadi orang tua tunggal, serta
kurang memiliki keterampilan. Walaupun di Kabupaten Brebes upah
minimumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi di Kabupaten Brebes
dalam penetapan upahnya masih tergolong rendah, ini dikarenakan upah
minimum yang masih rendah dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di
Kabupaten Brebes. Kemudian konstanta terendah terdapat di Kota Semarang yaitu
nilainya sebesar -133.651103, hal ini dikarenakan Kota Semarang berkembang
menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Kawasan
perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya
berada di sepanjang jalan-jalan utama seperti Simpanglima yang merupakan urat

nadi perekonomian di Kota Semarang.



Tabel 10. Effect dan Konstanta Fixed Effect Model (FEM)

Kabupaten Effect Kontanta

Kabupaten Cilacap -0.135717 -123.824817
Kabupaten Banyumas 253752  -121.15158
Kabupaten Purbalingga  5.130168 -118.558932
Kabupaten Banjarnegara 5.936666 -117.752434
Kabupaten Kebumen 7.269904 -116.419196
Kabupaten Purworejo 1.379785 -122.309315
Kabupaten Wonosobo 6.967344 -116.721756
Kabupaten Magelang 0.101252 -123.587848
Kabupaten Boyolali -0.85377  -124.54287
Kabupaten Klaten 1.833257 -121.855843
Kabupaten Sukoharjo -3.387536 -127.076636
Kabupaten Wonogiri 0.776053 -122.913047
Kabupaten Karanganyar -1.076556 -124.765656
Kabupaten Sragen 3.047756 -120.641344
Kabupaten Grobogan 2.084768 -121.604332
Kabupaten Blora 1.690661 -121.998439
Kabupaten Rembang 5.334821 -118.354279
Kabupaten Pati -0.69965  -124.38875
Kabupaten Kudus -5.034731 -128.723831
Kabupaten Jepara -4.208159 -127.897259
Kabupaten Demak -0.362071 -124.051171
Kabupaten Semarang -4.797727 -128.486827
Kabupaten Temanggung -0.415198 -124.104298
Kabupaten Kendal -2.191494 -125.880594
Kabupaten Batang -2.076778 -125.765878
Kabupaten Pekalongan -0.8861 -124.5752

Kabupaten Pemalang 5.969732 -117.719368
Kabupaten Tegal -1.996688 -125.685788
Kabupaten Brebes 7.302845 -116.386255
Kota Magelang -3.019666 -126.708766
Kota Surakarta -2.259291 -125.948391
Kota Salatiga -6.800145 -130.489245
Kota Semarang -9.962003 -133.651103
Kota Pekalongan -4.338681 -128.027781
Kota Tegal -2.860573 -126.549673

Sumber: Data diolah E-views dan Excel, 2022.

3.3 Uji Kebaikan Model
3.3.1 Uji Eksistensi Model (Uji F)
Uji eksistensi model (uji F) digunakan untuk menguji apakah estimasi model

ekonometrik yang digunakan eksis atau tidak eksis. Dimana formula hipotesisnya
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adalah Hop: B1=B2= B3 = B4 =0, model tidak eksis dan dapat dilihat Ha: B1 # B2 #
Bs #Bs # 0, model eksis. Hy ditolak apabila nilai p (p-value), probabilitas atau
signifikansi empirik statistik F < o, sedangkan Hy diterima apabila nilai p (p-
value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F > a; dan Dari tabel 8,
terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F
sebesar 0,000000 (< 0,10) maka Hy ditolak. Kesimpulan, model terestimasi Fixed
Effect Model (FEM) adalah eksis.

3.3.2 Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan
variable bebas yang diteliti terhadap variasi variabel terikat. Dari Tabel 9 terlihat
nilai R? sebesar 0.998063 atau 99,8%, artinya variasi variabel Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesehatan (TK), Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan Upah Minimum Regional (UMR) dapat menjelaskan variasi
variabel tingkat kemiskinan sebesar 99,8%. Sedangkan sisanya sebesar 0.002%

dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

3.4 Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Uji validitas pengaruh dilakukan untuk mengetahui pengaruh satu variabel
independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji validitas pengaruh
menggunakan uji t, dengan hipotesis Ho: Bi = 0 (variabel independen ke i tidak
memiliki pengaruh signifikan) dan Ha: Bi # 0 (variabel independen ke i memiliki
pengaruh signifikan). Hy diterima apabila probabilitas atau signifikansi statistik
t > a, dan Hg ditolak apabila probabilitas atau signifikansi statistik t < o. Hasil uji
validitas pengaruh terdapat pada tabel 8.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel Prob. Kriteria Kesimpulan
TPT 0.0032 <0.01 Signifikan pada a = 0.01
TK 0.9657 >0.10 Tidak Signifikan pada a sampai
dengan 0.10
IPM 0.6681 >0.10 Tidak Signifikan pada o sampai
LOG(UMR)  0.0000 <0.01 dengan 0.10

Signifikan pada o = 0.01

Sumber: Tabel 9
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3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Dari hasil uji validitas pengaruh (Uji t) pada tabel 9, menunjukkan bahwa variabel
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Regional (UMR)
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan variabel
Tingkat Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh
signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada tingkat a sampai dengan 10%.

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki koefisien regresi
sebesar -0.068637. Pola hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Kemiskinan adalah lin-log, sehingga apabila tingkat pengangguran
terbuka naik 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.068637 : 100 =
0.00068637%. sebaliknya apabila tingkat pengangguran terbuka turun 1% maka
tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0.00068637%.

Varibel Upah Minimum Regional (UMR) memiliki koefisien regresi
sebesar 9.063162. Pola hubungan antara Upah Minimum Regional (UMR) dengan
tingkat kemiskinan adalah lin-log, sehingga apabila Upah Minimum Regional
(UMR) naik 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 9.063162 : 100 =
0.09063162%. Sebaliknya apabila Upah Minimum Regional (UMR) t urun 1%,
maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0.09063162%.

3.6 Interpretasi Ekonomi

3.6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian
ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh (Hudaya, 2009) yang menyatakan bahwa variabel
tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Perkembangan jumlah penduduk yang cepat di setiap daerah khususnya perkotaan
tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul
pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. Menurut pendapat Yyang
dikemukakan oleh (Sukirno, 2005) bahwa pengangguran akan menimbulkan efek

mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran
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yang telah dicapai dimana semakin turunnya tingkat kemakmuran akan
menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Angkatan kerja yang tumbuh cepat
akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau
perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung
semua angkatan kerja maka bagian angkatan kerja itu akan memperpanjang
barisan pengangguran yang sudah ada (Dumairy, 1996).

3.6.2 Tingkat Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada
35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penyebab tidak signifikannya tingkat
kesehatan terhadap tingkat kemiskinan ialah angka harapan hidup tidak menjamin
seseorang dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan pendapatan tinggi.
Kesehatan seseorang tidak hanya diukur melalui angka harapan hidup. Saat
seseorang yang termasuk dalam usia bekerja namun memiliki penyakit sehingga
tidak bisa bekerja akan menjadi faktor sulitnya mendapatkan pendapatan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa Tingkat
Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, dan
berbanding terbalik dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
(Permana & Arianti, 2012) yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya apabila tingkat
kesehatan naik maka kemiskinan akan turun. Menurut hasil riset tingkat kesehatan
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi
Jawa Tengah. Didukung dari riset yang dilakukan oleh (Faisal, 2013),
menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

3.6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian
ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian tetapi sesuai dengan hasil penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh (Susanti, 2013) yang menyatakan IPM berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM
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disuatu kabupaten/kota akan menurunkan kemiskinan. Untuk menekan angka
kemiskinan, pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dengan mengharapkan terjadinya efek menetas kebawah (trickle down
effect), selain itu untuk mengatasi kemiskinan juga perlu ditingkatkan indeks
pembangunan manusia. Hasil penelitian ini didukung hasil riset oleh (Malik,
2017) yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki
tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4 dengan
probabilitas sebesar 0,1149.

3.6.4 Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Kemiskinan

Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian
ini sesuai dengan hipotesis penelitian tetapi tidak sejalan dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh (Irfan Pambudi, 2016) yang menyatakan bahwa
upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
kemiskinan, yang artinya kenaikan upah akan mengurangi kemiskinan. Namun
riset ini sejalan dengan hasil penelitian (Woyanti, 2013) yang menunjukkan
bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat kemiskinan. Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah harus
dijadikan acuan atau standar pengusaha untuk membayar upah para pekerja atau
buruh yang dinyatakan dalam rupiah. Dampak kebijakan kenaikan pengupahan
mengakibatkan kerugian yaitu para pekerja mendapatkan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK). Pekerja yang putus hubungan kerja akibat kenaikan UMK
disebabkan karena perusahaan tidak mampu untuk membayarnya, dan yang terjadi
adalah pemutusan hubungan kerja. Adapun menurut (Dharmayanti, 2011) Upah
Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para
pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai,

karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya.
4. PENUTUP

1) Berdasarkan hasil estimasi data panel cross section terpilih model estimasi

regresi terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM), dengan variabel
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independennya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat
Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum
Regional (UMR), sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat
Kemiskinan.

2) Berdasarkan uji validasi pengaruh (uji t) diketahui bahwa secara parsial
variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Regional
(UMR) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan
Tingkat Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah.

3) Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model (FEM) pada pengaruh Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesehatan, Indeks Pembangunan
Manusia dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Kemiskinan
pada setiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa efek
koefisien konstanta tertinggi terdapat di Kabupaten Brebes dengan nilai
konstanta sebesar -116.386255 dan terendah di Kota Semarang dengan nilai
konstanta sebesar -133.651103.
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